BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt menunjukkan bahwa
korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti
melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. PT.
Mega Anugerah Sawit dinyatakan bertanggung jawab karena tidak
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah
kebakaran lahan gambut di wilayah konsesinya. Dasar hukum
pertanggungjawaban tersebut merujuk pada Pasal 116 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam
tindak pidana lingkungan hidup
2. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
didasarkan pada fakta bahwa kebakaran terjadi di wilayah perusahaan dan
menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas. Hakim menilai kelalaian
korporasi sebagai penyebab utama terjadinya kebakaran, sehingga
dijatuhkan pidana denda serta pidana tambahan berupa kewajiban
pemulihan lingkungan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip
polluter pays principle, yaitu pihak yang menyebabkan kerusakan
lingkungan wajib menanggung biaya pemulihannya
B. Saran

1. bagi Korporasi



Korporasi diharapkan meningkatkan upaya pencegahan kebakaran lahan
dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta
menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan guna
meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Bagi Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas
dan konsisten terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana
lingkungan hidup agar memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah  diharapkan  dapat memperkuat pengawasan  serta
penyempurnaan regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan

secara lebih efektif.
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